OMOR : 2

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN
!

f TAHUN po1995 . SERI : 3B -

i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAREAH TINGKAT 11 PACITAN

Menimbang

'Mengingat

NOMOR 2 TAHUN 1885

TENTANG

1ZIN TRAYEK KENDARAAN UMUM

B e L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

'
i

. Bahwa: aebagian urusan Pemerintahan dihidang Lalu |

Lintaa dan Angkutan Jalan telah dieerahkan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat Il1, sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

1992 ;

1.

4.
5.

. bahwa;eehubungan dengan makaud tersebut pada huruf

a konailderan 'Menimbang Inl dan dalam rangka

renertiban dan pengaturan pemakaian Jaringan trayek

kendaraan wumum yang berada dalam wllayah Daerah
Tingkat I, .maka .dipandang poriu menetapkan
ketentuan 1izin trayek kendaraan umum dengan
menuangkan dalam Peraturan Daerah.

L}

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang Pokok-
pokokiPemerintaham dl Daerah ;

f . . H
. Undang - undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
1ingkungan Propinsil Jawa Timur ;
!

. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang

Peratqran Umum Retribusi Daerah ;

Undané—undaﬁg Nomqr 13 Tahuh iQBb tentang Jalan ;.
Undané - ﬁndang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ;

. Peratﬁrén ~ Pemerintah  Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan, Pertanggung ' Jawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah ;

. Perat&ran Pemerintah Nomor 26 Tahun 1885
-tentang Jalan ; . o '

' Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
. Koordinaal Keglatan Inatanal Vertikai di Daerah ;

e o g————r A —— L bt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

e,

i
1l

Peraturan Pemerintah . Nomor 22 ' Tahun 1990
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan-
Dalam Bidang Lajiu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah: Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; f

Peratd;n . Pemerintah Nomor 45 tahun 1992.

tentang Penyelenggaraan Otonomil Daerah dengan titik :

berat pada Daerah Tingkat II H ,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahuh 1993
tentang Angkutan Jaian H ‘ . :

tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ; ?
M e ;

Keputusan Ménteri. Perhubungan Noﬁor'KM &8 Tahuﬂ.

1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan QOrang di
Jalan dengan Kendaraan Umum e : ]
Keputusan Menteri Daiam Negerl Nomor 84 Tahun 1995
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan HIEE : : )
Peraturan Daerah_Kabupaten Daerah'Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacltan Nomor 7  Tahun 1988 tentang

- Penyldik Pegawal = Negeri Sipii di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Pacitan Nomor 12 Tahun 1990 tentang Izin Undang -

: undang Gangguan.--i

L.

Dengan persetujuan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Pacitan, :

MEMUT'USKAN'-

s L T A g e e

enetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TENTANG IZIN TRAYEK KENDARAAN UMUM. ;

BA'B I

KETENTUAN UMUM
"Pasal 1

B

Daiam Perqtuhan Daeréh Inl yang disebut dengan :

. Daerahi adalah Kabupateh.Daerah Tingkat II Pacitan ;

Pemeriﬂtah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten

- Daerahi Tingkat II Pacitan H

!

Kepaia, Daerah, adalah Bupatl Kepaia Daerah Tingkat
II Pacitan ;

. DPRD, ?adaiah Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah

'Kabupaten Daerah Tingkat II Pacltan ;

. Angkutén, adalah pemindahan orang dan atau barangI
darl satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan .

kendaraan 5

.‘
i .
H
H

. ) ] l
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
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Kendaraan umum, adalah sétlép 'kendaraan bermotor
yang dlaediakan untuk dlgunakan oleh umum dengan
dipungut bayaran ; :

Kendaraan bermctor, adalah kendaraan yang digarakkan
oleh . poralatan tehnik yang berada pada kendaraan
itu ; ; ‘

. Angkutaﬁ kota, adalah angkutan dari satu tempat ke’

tempat ' lain dalam wllayah kota Kabupaten,
dengan mempergunakan mobll bus umum dan atau mobll
penumpang umum yang terlkat dalam trayek tetap danf
teratur:,' : -

Angkutan pedesaan, adalah angkutan darl satu tempat
ke tempat lain dalam satu wllayah Daerah
dengan mempergunakan mobll bus umum dan/atau mecbll
penumpang umum yvang terlkat dalam trayek tetap dan:
teratur i;

Angkutaﬁ ‘taxi, adalah angkutan yvang . merubakan

pelayanan darl plntu ke plntu dengan wllayah operasl

terbatas ;

Mobil penumpang, adalah setlap kendaraan bermotor
vang dllengkapl sebanyak-banyaknya 8 {delapan)
tempat duduk, tldak termasuk tempat duduk pengemudl, :
balk dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan

Mobil bus, adalah setlap kendaraan  bermotor.
vang dllengkapl leblh darl 8 (delapan) tempat duduk,
tldak termasuk tempat duduk pengemudl, balk dengan.
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasl ;

)

Perusahaan  angkutan, adalah perusahaan vang-
menyedlakan Jasa angkutan orang dan/atau barang
dengan menggunakan kendaraan umum dl Jalan ;
Terminal, adalah prasarana transportasl Jalan untuk
keperluan memuat dan meﬁurunkan orang dan/barang
serta ! mengatur kedatangan dan keberangkatan
kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud
simpul Jaringan transportasl ;

Halte, édalah tempat tunggu, menalkkan/ menurunkan
penumpang dl luar terminal ; :

]
Trayek, 'adalah Jaringan Jalan tertunjuk untuk
kendaraan umum melakukan pelayanan Jasa angkutan
orang dengan mobll penumpang atau mobll bus yang
mempunyai asal dan tujuan perJjalanan tetap, llntasan
tetap dengan Jadwal tetap maupun tldak terjadwal ;

Jaringan trayek, adalah kumpulan darl jaringan Jalan
tertunjuk yang menJjadl satu kesatuan Jaringan
pelayanqn angkutan ocrang ; '

Trayek fetap dan teratur, adalah pelayanan angkutan
vang dilakukan dalam Jaringan trayek secara tetap
dan teratur dengan Jadwal tetap atau tldak tetap ;

i

|
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+
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Trayek! tldak tetap, adalah pelayanan angkutan yang
dilakukan tldak dalam Jaringan trayek gsecara tetap

;dan teratur H

. Izin 'g trayek, ',adaiéh | 1zln untuk me lakukan

kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur ;
u..Pemlllk dan atau pengusaha, adalah pemlllk dan atau
" . pengusaha kendaraan bermotor (mobll penumpang/mobil
bus) yang berdomisiii dl Pacltan :
v.3Biaya ]tambahan, adaiah biaya yang dlkenakan kepada
pemllik/penguaaha kendaraan dl luar blaya ' yang
dltetapkan bagl kendaraan ‘yang melakukan
keterlambatan pembayaran izln trayek per bulan.
w;-PeJabat - yang ditunjuk, adalah Kepala Dlnas Lalu-
-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah :
! _
. BAB II
: KETENTUAN PERIZINAN
% Paaal 2
(1) Setlap pemlllk dan pengusaha ‘ angkutan, vang

berdomisill dan daerah  operasionalnya dalam
Kabupaten Daerah Tlngkat II, wadlb memlllkl izin
trayek : ' '

(2) 1zln trayek-dimaksud ﬁada ayat (1) pasal inl dapat

dlperoleh 'dengan mengajukan ' permohonan secara
tertulis kepada Kepala Daerah yang dllampirl :

a. Su;at? Tanda Nomor Kendaraan {STNK) asll dan
foto copy ‘ : '

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan
Keluarga (KSK) asll dan foto copy ;

c. Surat -Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum,
asll dan foto copy ; . .

d. Susat tanda ujl kendaraén'asll dan foto copy

e. Pas foto terbaru ukuran 3 X 4em., 4 (empat
lembar H ' ' '

(3) Foto copy pada ayat (2) pasal ini, maslng-masing |
dalam ganda 3 (tiga)

,E .

'E- ) '.. Pasai 3

‘Izin trayek dimaksud. dalam paaal 2 ayat (1) Peraturan

Daerah | inl - berlaku  untuk Jangka waktu selama
pemegang 1zlh masih mendaiankan usahanya.
' ‘Pasal 4

i
[

:(1)-Guné pengawasan terhadap 1zln trayek, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah
inl, kepada pemegang = izln  akan dlberlkan
kar;u pengawasan ; '

; 3

r
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(2) Kartu pengawasan dimakasud pada ayat (1) pasal
inl harus diperbaharul

a. untuk mobll bus, setlap tahun sekall ;

b. untuk mobil penumpang, setlap enam (eném}
i bulan sekall.
(3} Uﬁtuk pembaharuan .Kartu Pedgawasan harus
dllampirl :
a; Izln Trayek, asll dan foto copy ; _
bt Surat Tanda Nomor Kendaraan {STNK)} Bermotor,
« asli dan foto copy ;

c. Izin Usaha Angkutan Kendaraan bermotor Umum,
’ asll dan foto copy ; )

‘d; Surat Tanda Ujl Kendaradﬁ asll dan foto copy ;

e} KTP asli dan foto copy.
§
{4) Foto copy pada ayat '(3) pasal ini, masing-maalng
ganda 3 (tiga).

i

Paaal 5

Bentuk 4izln trayek dan Kartu Pengawasan saebagaimana
dimaksud dalam paaal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat
(1) Peraturan Daerah inl, dltetapkan oleh Kepala
Daerah. . .

; Pasal 6
Untuk keperluan pengawasan, pengendalian dan
penertlban sebagaimana . dimaksud dalam pasal 4
Peraturan Daerah inl, pada badan kendaraan diberl
suatu tanda, yang bentuk, ' ukuran dan warnanya
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1
i
]

' : Pasal 7

Permohonan izln trayek dan pembaharuan Kartu
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat
dltolak, apablla : -

a. tldak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini ;

b. pgmohon ternyata memberikan keterangan palsu ;-

c. aebab-sebab lain yang berkaltan dengan Xetertiban
dan keamanan umum.

e
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Pazal 8

-1

Iz1ln Trayek dan Kartu Pengawasan . sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 avat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan

Daerah - Inl, dinyatakan tldak berlaku atau

batal, apablla :
a. telah habls masa berlakunya':'

b. pemegang Izin menlnggal dunla 3

-c._pemlﬁdahtanganan - kepada  plhak lain tanpa

persetujuan Kepala Daerah H

d. pemegang 1zin dinyatakan palllt oleh Pengadilan

Negerl ;

'e. pemegang 1zln meianggar ketentuan - 'ketentuan

sebagaimana dimaksaud dalam surat izln dan
~ ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan
vang . berlaku lalnnya. B

A s =

BAB 111

; KETENTUAN PEMINDAHAN HAK
i Pasaal 9 .

i

Sufét iiln trayek dan Kartu Pengawaéan dapat dlpindah

tangankan = kepada pihak lain, eetelah mendapat
persetujuan darl Kepala Daerah atau pejabat vang
. E _

% Pasal 10
Ketentuan .leblh Iznjut tentang ' pemlndahtanganan
dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah Inl, akan
dlatur oleh Kepala Daerah . :
. E [

i

- BAB IV

i -~ KETENTUAN RETRIBUSI. S
5 : -Pasal ' 11 '

(1) Besarnya retrlbusai Izln trayek dan pembaharuan
Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah.

Inl, untuk setlap mobll penumpang umum dan
: mobil bus, sebagal berlkut :

!
© a. Mobil ‘penumpang umum :

1) Izin trayek, sebesar Rp. 40 000 00 (empaﬁ
: puluh rlbu rupiah)

2). Pembaharuan Kartu Pengaw&san, aebesar
Rp 12.000,00 (dua belas rlbu rupiah) ;

3
L F
L3

b. Mobil bus :

/o 1). Untuk tempat duduk dl atas 24 (dua puluh
empat) orang :

b deoi 1

L
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

\
= =
- 1

P

a). Izin  trayek, sebesar Rp. 80.000,00
(delapan puluh rlbu rupiah) ;

b). Pembaharuan Kartu Rengawasan, sebesar
Rp. 25.000,00 (dua’ puluh 1lima ribu
rupiah)_; - :

e s

2). Untuk'-tempat duduk sampal dengan 24 (dua
puluh empat) orang :

a). Izin trayek, sebesaf Rp. 60.000,00
{(enam puluh ribu rupiah) ; .

b). Pembaharuan Kartu Pengawasan,

rupiah) ;

o T WAt A L P Ao Tl

Setlap keterlambatan pembaharuan Kartu Pengawaaan -

dlkenakan biaya tambahan, sebesar 20 X (dua puluh
perseratus) darl pokok blaya sebagiamana dimaksud
pada ayvat (1) huruf a angka 2) dan huruf b angka
1Ythuruf b) dan angka 2) huruf b) pasal ini, per
bulan H

Retrlbusi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
pasal 1ini, merupakan pendapatan aslli Daerah dan
harus dlsetor ke Kas Pemerlntah Daerah.

|

ﬁ . "BAB V -
: KETENTUAN PIDARA = :

P Pasal 12
E .

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat

(1) dan pasal 9 Peraturan Daerah 1ini, dlancam

dengan pidana kurungan solama-lamanya 3 (tlga)
bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp.
50’000 00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Tlndak pldana dimaksud pada ayat (1) pasal 1n1
adalah pelanggaran.

T

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13
Selaln oleh Penyldlk Umum, penyidlkan atas
Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
Peraturan Daerah 4inl, dilakukan oleh Penyldlk
Pegawal Negeri Sipil di 1lingkungan Pemerintah
Daerah ; :

t

Dalam melaksanakan tugas pényidlkan, Penyidiﬁ,

dimaksud pada ayat (1) pasal inl berwenang :
a. 'menerima léporan atau pengaduan dari seseorang
itentang adanya tlndak pldana ;

b.?melakukan tlndakan pertama pada saat itu di
‘tempat keJadlian dan melakukan pemeriksaan;

P e A I

——

sebesar Rp. 20.000,00; (dua puluh ribu



C. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenaal dirl tersangka HE
i_

d..melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. ﬁengambil aldlk Jaril dan mehotret seseorang ;

[ : . .
1 ) [ ‘

f. mengambil orang untuk dldengan dan diperiksa
gebagai tersangka atau saksl .

. B. hendatangkaﬁ orang ahli yang diperlukan dalam

' hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;-

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk darl ‘Penyldlk umum, bahwa
tidak terdapat cukup buktl atau peristlwa
tersebut bukan merupakan tindak pldana dan
gelanjutnya melalul Penyldlk, memberitahukan
hal ter=zebut kepada Penuntut Umum, tersangka
atau keluarganya H _

1. mengadakan “tindakan lain menurut hukum yang

;dapat dipertanggung Jawabkan.

5 BAB .V

KETENTUAN PENUTUP -

P Pasal 14

'Hal-hai.yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenal pelaksanaannya diatur leblh lanjut
oleh Kepala Daerah.

i
i

Pasal 15

Peratu§én Daerah ini mulail berlaku pada tanggal
dlundangkan. ' .

i
Agar isetlap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan - Peraturan Daerah inl dengan

~menempatkannya dalam Lembaran °~ Daerah Kabupaten

Daerah;Tingkat II Pacltan.
H

; .
: : Dltetapkan d1 : Paci tan
N ' Tangegal:" 15 - 2 - 1995

i

DEWAN PEREWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN PACITAN
KETU A
Cap ttd. f ' | ' '_ .Caﬁ ttd.

i

SURIPNO YUSUF SOEDJITO
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Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepaia Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 26 Mei 1995 Nomor 283 / P Tahun 1995. .

An ' GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

i

? JAWA TIMUR

: . Asisten Ketatapradaan

§- o E | Cap ttd.

% PUTU SETIAWAN SH Mwlk.
.E S Pembina

% ‘NIP. 510 057 151

; 8 -

Diundangkan - daiam Lembaran Daerah.Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Pacitan tanggal 6 Junil 1995 Nomor 2 Seri B tahun 1995, :
) _ 5 ) ]
. An BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
-PACITA AN
Sekretaris Wiiayah/Daerah

. r . ; —

" Drs. NOEﬁOSO:MOH.‘AMIEN
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Pembina Tingkaf I
- NIP. 010 045 335
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PENJELASAN
ATAS '
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN
. NOMOR 2 TAHUN 1995 '

I

TENTANG

| .
IZIN TRAYEK KENDARA&N UMUM
f .

R e LI TR

*I. PENJELASAN UMUM
H - . R
Dengan : pesatnya perkembangan mobil penumpang umum dan
) mobil bus sebagal salah satu kendaraan umum yang beroperasi dl
- wllayah Kabupaten Daerah Tlngkat II  Pacltan, menuntut
__ Pemerlntah Daerah untuk melakukan pengaturan dan penertlban
terhadap trayeknya. Inl dimaksudkan agar usaha angkutan, dapat
diselenggarakan dengan tertib dan teratur, berhasll guna dan
berdaya guna serta dapat mewujudkan kelancaran arus lalu
llntas. Demikian pula dengan tertib dan lancarnya operaslonal
mobil. penumpang umum dan mobil bus dapat memiudahkan warga
masyarakat yang akan menggunakan Jasanya.
_ ; Sehubungan dengan. makaud tersebut dl atas, guna
memberikan landasan hukum atas pengeluaran izln trayek, maka

. perlu' dltetapkan dalam Peraturan Daerah.

I1.. PENJEIASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 é g : Cukup jelas.

;Pasél 2 ayat (1) - : Kendaraan ~umum dalam Peraturan
' g ' .Daerah 1inl, dapat Dberupa mobll
penumpang umum atau mobll bus.

_ _ayat (2) 2 Dengan Keputusan Kepala Daerah,
ot N ' akan ditunjuk . dan dltetapkan
: peJabat . yang akan melaksanakan

Peraturan Daerah inl, balk secara
tehnis maupun adminlstrasi. A

-+
i B A —

ayat (3). . : Cuku las.
m Y i i Je:
. Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
. ; | -
ayat (2) + Keterlambatan pembaharuan surat ...

izin trayek, akan dlkenai sanksl-
[ ' sesual dengan ketentuan peraturan
; perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3) s/d (5) : Cukup.Jelas.

‘Pasal 4 dan § ¢
i

Cukup Jjelas.

¢

; _ "Pasal B8 huruf a dan b : Cukup Jelas.. =
i ‘ . . o _

» huruf c -2 Yang dlmaksudkan, adalah peraturan
. : perundang-undangan * yang lebih
: 4 ‘tinggl.
[ : : '
* Pasal 7 s/d 15 : Cukup Jelas.
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